





A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu indikator dalam menyongsong masa depan bangsa yang 
sukses adalah ditentukan dari keberadaan anak. Dengan kata lain, anak adalah 
penerus cita-cita dan keberlangsungan dari negara. Hal tersebut kemudian 
didukung dengan keberadaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (UUPA) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya keberadaan 
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera . Sesuai yang 
terkandung dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan 
tentunya sejalan dengan ruh yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan di 
Indonesia, dimana salah satunya ialah Undang–Undang Dasar  Republik 
Indonesia tahun 1945. 
Selain Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak (UUPA), terdapat pula Pasal 28C dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga mendukung hal tersebut. Menurut 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C disebutkan 
bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang juga 
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Begitu juga 
dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh 
pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib 





menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Selain itu dijelaskan 
pula bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 
Lebih lanjut, terdapat pula konvensi tentang hak-hak anak (Convention 
On the Rights of the Child) di New York yang diperkuat dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang menerangkan bahwa 
setiap anak di Indonesia wajib mendapatkan segala haknya yang terbaik demi 
tumbuh kembangnya (Kemenppan, 2011: 1). Hak terbaik bagi anak dapat 
diperoleh melalui perwujudan tempat tinggal yang tentunya dapat turut 
mendukung tumbuh kembangnya. Melalui tempat tinggal inilah, nantinya anak 
diajarkan berbagai aktivitas sosial yang berguna di kemudian hari. Selanjutnya, 
hak dasar pendidikan, kesehatan sosial, hak sipil-partisipasi, perlindungan 
hukum, ketenagakerjaan, dan infrastruktur menjadi perhatian dan komitmen 
untuk mewujudkan kawasan yang ramah terhadap anak (kampungnesia.org, 
Diakses 30 Agustus 2015). Komitmen yang demikian kemudian disertai 
dengan kebijakan yang beriringan, sinergi dan terintegrasi satu dengan lainnya 
dalam sebuah semangat untuk mengutamakan hak anak. Anak menjadi target 
untuk memfokuskan kebijakan dari berbagai persoalan, seperti dana, 
keterbatasan waktu maupun kuantitas anak dari sisi jumlah. Lebih lanjut, salah 
satu kota yang menaruh perhatian khusus terhadap keberadaan anak di 
Indonesia ialah Kota Surakarta. 
Prioritas Pemerintah Kota Surakarta dalam mensinergikan kebijakannya 
agar sejalan dengan hak anak, rutin dilakukan di lima kecamatan yang ada di 
Kota Surakarta. Wujud komitmen dari berbagai kebijakan tersebut adalah 





prasarana, hingga membentuk forum anak pada setiap kecamatan yang ada di 
Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak yang ada di wilayah 
Surakarta dapat menjadi generasi cerdas dan terdidik serta mendapatkan 
kualitas tumbuh kembang yang mumpuni. Salah satu wilayah di Kota 
Surakarta yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintaha Kota Surakarta 
terkait pengelolaan anak adalah kawasan Kecamatan Pasar Kliwon. 
Data dari Badan Pusat Statistik Surakarta menunjukkan jika Kecamatan 
Pasar Kliwon memiliki jumlah penyandang tuna sosial (anak terlantar, anak 
nakal, dan bekas narapidana) berumur 5-14 tahun dan tercatat sebagai wilayah 
yang paling banyak di antara lima kecamatan lainnya, yaitu sebesar 118 anak 
(BPS, 2014: 110). Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Pasar Kliwon 
angka putus sekolah atau bahkan tidak sekolah tahun 2013 sebesar 6,4% 
(solokotakita.org, Diakses 12 September 2015). Kelurahan Sangkrah  
merupakan satu  dari sembilan kelurahan di Pasar Kliwon yang  menyumbang 
tingkat putus sekolah tertinggi (Tim USAID, 2010: 18).  Kelurahan tersebut 
dipandang sebagai kawasan miskin dengan kepadatan yang tinggi, sehingga 
meningkatkan resiko sosial lainnya seperti mengindikasikan kurangnya akses 
pendidikan, pekerjaan, dan layanan kota.   
Kelurahan Sangkrah merupakan salah satu kampung strategis yang 
berada di jantung perekonomian Kota Surakarta. Wilayah ini dihuni oleh satu 
kesatuan masyarakat berhimpitan dan biasa disebut sebagai kampung kota. 
Perkembangan hubungan sosial dalam masyarakat kampung kota khususnya di 
Kelurahan Sangkrah sekarang ini tidak hanya berkaitan dengan penduduk asli 
kampung saja, melain melibatkan pula pengintegrasian dengan kaum 
pendatang (Widjaja, 2013: 12). Kedekatan baik secara fisik, teritorial maupun 
sosial yang menstrukturkan kebertetanggaan, mengikat dan membentuk 
persekutuan atas dasar kepentingan yang sama pada masyarakat yang berada 
dalam kampung kota. Keberadaan tatanan sosial di kampung kota yang 
beragam mengikuti pola hubungan sosial berdasarkan kedekatan tempat 





tak lebih dari hanya sekedar sekelompok rumah-rumah sepanjang beberapa 
jalan atau gang tertentu.  
Realita dari kampung kota tersebut di atas nampaknya mulai menjadi 
bias. Wacana dan praktik atas daripadanya tersebut telah melekatkan definisi 
dari kampung kota berubah menjadi ranah pinggiran (marginal) yang secara 
sosial, ekonomi, dan fisik jauh tersisih dari jalur utama dan masih bersifat 
tradisional serta belum berkembang dan tertinggal dari bagian wilayah kota dan 
lainnnya (Widjaja, 2013: 18). Lebih jauh lagi, masyarakat urban yang ditopang 
budaya modern, cenderung dianggap menyimpang dan tidak semestinya 
perkembangan tersebut terjadi. Oleh karena itu, norma hukum serta aturan 
informal sering terabaikan untuk ditegakkan. Pada akhirnya, kampung kota 
sering disebut kampung ilegal dan tak layak bagi proses tumbuh kembang 
anak. Satu daerah yang turut mengalami perubahan sebagaimana kondisi di 
atas ialah Kampung Dadapsari. 
Berdasarkan catatan Kepolisian di Kecamatan Pasar Kliwon tahun 
2005, minum-minuman keras, perjudian, kenakalan remaja, merupakan bagian 
dari wajah Kampung Dadapsari seiring kebergerakan kampungnya di tengah 
kehidupan sosial masyarakat Kota Surakarta. Hal ini tentunya semakin ironi 
dengan adanya pita merah sebagai penanda bahwa lokasi tersebut memiliki 
catatan kriminal yang cukup tinggi. Cap yang demikian sudah menjadi 
santapan harian bagi setiap anak yang tinggal di kampung ini.  Bahkan 
dampaknya tercatat dari berbagai sumber cerita warga setempat pernah ada 
pemuda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena berasal dari Kampung 
Dadapsari yang tentunya mengharuskannya untuk merubah domisili tinggalnya 
di KTP dan berpindah tempat tinggal, maka barulah pemuda tersebut dapat 
memperoleh kesempatan dalam bekerja.  
 Atas dasar keprihatin inilah, beberapa pemuda di Kampung Dadapsari 
berinisiatif menciptakan daerah yang layak huni bagi tubuh kembang anak.  
Para pemuda tersebut  berusaha menciptakan hunian dengan meninggalkan 
stigma kelam dimana mereka harus terkekang dengan aturan yang ada. Pola-





berada dalam dunia sosial dengan tingkat refleksivitas permasalahan hukum 
yang sangat rentan.  Pemuda Kampung Dadapsari nampaknya berkeinginan 
untuk merubah suatu keprihatinan ini menjadi kesadaran penciptaan ruang 
publik bagi generasi selanjutnya, dimana ruang publik tersebut diwujudkan 
dengan pendirian rumah baca yang dinamakan Rumah Baca Teratai. 
 Kehadiran Rumah Baca Teratai menjadi penting untuk dikaji, karena 
sejalan dengan perwujudan hunian layak anak yang ingin digalakkan oleh 
pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta sudah berusaha 
mencanangkan program dengan tujuan tersebut, seperti Program Pojok Baca di 
lima kantor Kelurahan di Surakarta meskipun pada realitanya kurang 
berkembang eksistensinya. Nihilnya pengelolaan nampaknya membuat fasilitas 
dari Pemerintah Kota Surakarta ini nyaris tidak difungsikan (Solopos, Diakses 
23 Juni 2015). Padahal tujuan utama dari Program Pojok Baca tersebut tentu 
untuk meningkatkan minat baca anak di setiap kelurahan. Belum lagi proyek 
taman cerdas yang terbengkalai begitu saja dan belum mampu memenuhi 
kebutuhan anak di Surakarta secara maksimal.   
Kedua program di atas hanyalah sebagian kecil dari potret realita yang 
menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum begitu serius memahami 
dan menerapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan perwujudan hunian 
yang layak anak. Hal ini juga dibuktikan dengan minimnya kontribusi yang 
diberikan oleh pemerintah setempat untuk pengeloaan Rumah Baca Teratai di 
Kampung Dadapsari. Ironisnya, sebuah perubahan bagi anak-anak di kampung 
tersebut justru diinisiasikan oleh pemuda yang berada pada lingkungan 
marginal. Melalui kondisi yang hampir tidak menyisakan ruang di Kampung 
Dadapsari, pemuda mencari sebuah ruang berkumpul baru yang jauh dari ranah 
kriminal dan mampu digunakan sebagai tempat berkegiatan secara positif. 
Tercatat pada awal tahun 2014, terdapat bekas pos ronda berukuran 2,5 meter x 
1,5 meter di sudut Kampung Dadapsari yang dianggap sebagai sebuah 
tongkrongan baru sehingga menjadi tonggak awal perubahan wajah kampung 





Rumah Baca Teratai adalah wujud gerakan kampung yang tidak 
kampungan untuk mencerdaskan bangsa dan tidak harus berbiaya mahal, 
khususnya sebagai upaya peningkatkan minat baca (Radar Solo, Diakses 29 
November 2015). Membaca menjadi sesuatu yang krusial, tidak hanya 
berhubungan dengan menambah wawasan atau pengetahuan. Tetapi juga 
mampu menambah ketrampilan dengan kegiatan penunjangnya. Keterlibatan 
anak-anak juga menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan 
sosial dan tanggung jawab sosial.  Setiap anak dapat berpartisipasi dalam setiap 
program, bukan hanya sebagai penerima manfaat tapi juga sebagai perancang 
dan pengevaluasi. Sehingga pada akhirmya dengan adanya tempat tersebut 
anak diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan dan kepribadiannya, yang 
pada akhirnya membentuk karakternya (Tim Bappeda, 2008: 67).     
Beberapa penelitian yang relevan dengan fokus kajian di atas tercatat 
telah dilakukan utamanya mengenai perwujudan sebuah kampung yang 
memang layak untuk perkembangan anak. Salah satunya penelitian dengan 
judul Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak: Studi Fenomenologi atas 
Implementasi Program Kampung Ramah Anak di RW 11 Kampung Badran 
Yogyakarta oleh Ika Pasca Himawati (2013).  Penelitian tersebut menyebutkan 
bahwa Kampung Ramah Anak di Yogyakarta merupakan proyek percontohan 
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dan 
Pemerintah Yogyakarta yang menggunakan analisa teori Konstuksi Sosial 
Peter L Berger, dimana menghasilkan implementasi program kampung yang 
telah terkonstruksikan sebagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di RW 11 
sekaligus sebagai identitas sosial bagi wilayah RW 11. Hanya saja, warga RW 
11 mengalami kesenjangan realitas karena belum sepenuhnya sesuai dengan 
idealitas Kampung Ramah Anak yang ditafsirkan oleh pemerintah. Disisi lain 
relaitas kampung anak telah dimaknai secara bersamaan oleh anak, orang tua, 
pengurus dan pemerintah.  
 Lokasi penelitian tersebut memang berada di Yogyakarta sesuai dengan 
pencanangan Program Kampung Ramah Anak oleh Pemerintah Kota setempat. 





kesadaran masyarakat setempat melainkan karena dorongan dan keharusan 
untuk menjalankan program dari Pemerintah Kota Yogyakarta ataupun juga 
lembaga non profit lainnya. Sehingga sering ditemukan kurang sinerginya 
pengimplementasian program dengan kebutuhan dari warga kampung 
setempat. Berbeda dengan kondisi di Kampung Dadapsari dimana warganya 
menyadari betul betapa pentingnya menciptakan sebuah lingkungan yang 
ramah bagi tumbuh kembang anak.  
Terkait dengan  kesamaan penggunaan teori konstruksi sosial pada 
kajian ilmiah karya Ika Pasca Himawati, penelitian ini mencoba memberikan 
paparan proses pembahasan yang lebih mendalam mengenai konstruksi sosial 
yang mampu menimbulkan kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini nantinya akan 
dilakukan oleh agen untuk melakukan tindakan komunikatif pada ruang publik. 
Sehingga nantinya dapat mengakomodir mengenai pemaksimalan peran media 
yang juga menjadi salah satu alat untuk penyebarluasan informasi. Dengan 
demikian, melalui strategi penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif 
penelitian ini mencoba mendalami proses seorang agen yang berada pada 
tatanan sosial yang terstruktur, hal ini dikarenakan setiap tindakan agen 
bukanlah kebetulan belaka melainkan merupakan sesuatu yang terstruktur serta 
melakukan relasi kekuasaan.  
Selanjutnya, setiap agen yang berpegang pada prespektif konstruksi 
sosial dan makna yang lahir dari stock of knowledge (stok pengetahuan) akan 
melakukan tindakan sebagai subyek maupun obyek. Penelitian ini mengkaji 
sejauh mana proses pembentukan pola pikir yang dialami oleh Masyakat 
Kampung Dadapsari mengenai keberadaan Rumah Baca Teratai yang 
berlangsung secara dialektis serta kembali bertujuan untuk membetuk stok 
pengetahuan dan realitas dalam setiap individu. Perubahan pola perilaku 
menjadi suatu hal yang lazim terjadi sebab setiap individu memiliki perilaku 
yang berbeda satu dan yang lainnya. Tiap tindakan atau perilaku tadi memiliki 
pola-pola tertentu yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat. Sehingga  
terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu dengan segala konsekuensi 





kajian dari sisi agen yang berusaha mewujudkan kesadaran kritis dalam 
kerangka perubahan pola perilaku. Oleh sebab itu, menjadi hal yang penting 
untuk melihat peran rumah baca tersebut sesuai dengan tujuan awal 
pendiriannya yakni merubah citra kampung yang negatif dalam ruang publik di 
lingkungan marginal. 
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penelitian dengan judul 
Konstruksi Sosial Masyarakat Kampung Dadapsari tentang keberadaan Rumah 
Baca Teratai sebagai upaya mewujudkan kesadaran kritis di lingkungan 
marginal serta sebagai implementasi dari adanya empat pilar kebangsaan di 
Indonesia, kajian ini dipandang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan 
karena beberapa hal. Pertama, rumah baca biasanya berada di lingkungan 
masyarakat yang berpendidikan dengan tingkat kesadaran akan pendidikan 
tinggi. Namun berbeda dengan Rumah Baca Teratai yang ada di Kampung 
Dadapsari Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon. Rumah Baca 
tersebut berada di lingkungan masyarakat marginal. Kedua, pada umumnya 
rumah baca didirikan untuk menumbuhkan minat baca bagi masyarakat sekitar. 
Namun yang terjadi pada Rumah Baca Teratai tidak demikian. Rumah Baca 
Teratai didirikan dengan tujuan untuk mengubah stigma negatif atau labelling 
yang selama ini diberikan oleh masyarakat luas melalui konstruksi sosial yang 
dampaknya yaitu rumah baca tersebut menjadi sebuah media pendidikan kritis 
dimana Kelurahan Sangkrah yang dianggap sebagai slum areas mampu 
mengubah diri dan bergerak ke arah yang lebih baik melalui pembangunan 
















B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah 
fokus masalah yaitu  :  
1. Bagaimana karakteristik Masyarakat  Kampung Dadapsari? 
2. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat Kampung Dadapsari 
mengenai keberadaan Rumah Baca Teratai di Bantaran Sungai 
Pepe Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon ? 
3. Bagaimana proses terwujudnya kesadaran kritis masyarakat 
Kampung Dadapsari  mengenai keberadaan Rumah Baca 
Teratai di Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah 
Kecamatan Pasar Kliwon? 
4. Bagaimana implementasi tindakan komunikatif dalam rangka 
penciptaan ruang publik melalui Rumah Baca Teratai di 
Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 
Kliwon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah :  
1. Untuk mendeskripsikan konstruksi sosial masyarakat Kampung 
Dadapsari mengenai keberadaan Rumah Baca Teratai  di 
Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 
Kliwon. 
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik Masyarakat Kampung 
Dadapsari. 
3. Untuk mendeskripsikan proses terwujudnya kesadaran kritis 
masyarakat Kampung Dadapsari  mengenai keberadaan Rumah 
Baca Teratai di Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah 
Kecamatan Pasar Kliwon.  
4. Untuk menggambarkan implementasi tindakan komunikatif 
dalam rangka penciptaan ruang publik melalui Rumah Baca 
Teratai di Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah 
Kecamatan Pasar Kliwon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
akademis maupun secara praktis. 
1. Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota 
Surakarta terkait kebijakan dalam penataan lingkungan kampung kota 





Surakarta, serta dapat mendukung keberadaan program Pemerintah Kota 
Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan anak. 
2. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 
mengembangkan teori Sosiologi, khususnya Teori Konstruksi Sosial yang 
dikembangkan oleh Peter L Berger melalui tahap eksternalisasi, 
internalisasi, dan objektivasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat 
memberikan implementasi pembentukan kesadaran kritis dalam konsep 
tindakan komunikatif dan ruang publik sehingga menghasilkan berbagai 
wacana bagi penelitian lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
